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ABSTRACT

Public services are very important, both in the form of public goods and public services. Services in the
form of public goods can take the form of facilities that support people's lives such as roads, clean water,
public telephones and so on. The higher the quality of service in the form of public goods, the better
people's lives will be, meaning there will be no problems that hinder them in carrying out daily activities.
Meanwhile, services in the form of services are really needed by the community, such as educational
services and transportation arrangements. This research was carried out for one month in Bungeng
Village, Batang District, Jeneponto Regency using a qualitative descriptive type. Data sources from primary
data and secondary data. Data collection techniques use interviews and observation. The research results
show that in the Tangibles aspect there is still a need for additional units including computers and printers.
In the Reliability aspect, it is still necessary to increase the speed of employees in providing services. In the
Assurance aspect, the public expressed satisfaction with the services provided. In the Empathy aspect, in
general the public expressed satisfaction with the service of the authorities in terms of the friendliness and
politeness of the employees. The factors that influence the effectiveness of apparatus services to the
community at the Bungeng Village Office are that employees at the Bugeng Village Office have a high
capacity and work ethic and the employees are able to have consistency in order to remain professional in
their work.
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ABSTRAK

Pelayanan publik sangatlah penting, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik. Pelayanan
dalam bentuk barang publik dapat berupa fasilitas-fasilitas yang menunjang kehidupan masyarakat
sepertijalan raya, air bersih, telepon umum dan lain sebagainya. Semakin tinggi kualitas pelayanan dalam
bentuk barang publik, maka kehidupan masyarakat akan baik artinya tidak ada masalah yang
menghambat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Sementara pelayanan dalam bentuk jasa sangat
dibutuhkan masyarakat seperti pelayanan pendidikan serta penyelenggaraan transportasi. Penelitian ini
dilaksanakan selama satu bulan di Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto dengan
menggunakan tipe deskriptif kualitatif. Sumber data dari data primer dan data sekunder. Teknik
pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada
aspek Tangibles masih perlu penambahan unit termasuk Komputer dan Printer. Pada aspek Realibility,
masih perlu di tingkatkan kecepatan pegawai dalam memberikan pelayanan. Pada aspek Assurance,
masyarakat menyatakan puas dengan pelayanan yang diberikan. Pada aspek Empathy, juga pada
umumnya masyarakat menyatakan puas atas pelayanan aparat di tinjau dari keramahan dan kesopanan
pegawai. Adapun faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan aparatur terhadap masyarakat di
Kantor Desa Bungeng adalah Pegawai di Kantor Desa Bugeng memiliki kapasitas dan etos kerja yang
tinggi dan para pegawai mampu memilki konsistensi agar tetap professional dalam bekerja.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan Publik, Pemerintah Desa
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1. PENDAHULUAN

Dalam konteks negara modern, pelayanan publik telah menjadi lembaga dan profesiyang semakin penting.
latidak lagi merupakan aktivitas sambilan, tanpa payunghukum, gaji dan jaminan sosial yang memadai, sebagaimana
terjadi di banyak negara berkembang pada masa lalu. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang
diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan
maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan
pelayanan publik harus terus dilakukan.

Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat. keberadaan pemerintah tidak hanya untuk
melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayanimasyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap
anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya. karena itu birokkrasi publik atau aparat
pemerintahan berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya. pemerintahan
menyelenggarakan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan
bernegara. melalui lembaga-lembaga yang telah dibentuk sesuai dengan fungsinya masing-masing, pemerintah
berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tanggung jawabnya.

Pembukaan undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 dengan jelas mengemukakan bahwa tujuan Negara
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskankehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan
perdamaian abadi dan keadilan sosial. Secara sadar atau tidak pembangunan nasional yang sentralistik, memandang
homogen tataran wilayah Indonesia, sehingga dalam pelaksanaannya mengabaikan pertumbuhan ekonomi antar
wilayah, model pembangunan dengan satu format tunggal yang cenderung simplisit dengan pendekatan makro
sektoral telah meniadakan secara sistematik keseluruhan potensi kreativitas wilayah untuk berkembang secara
optimal.

Kompetensi fungsional sesorang Pegawai Negeri Sipil sebagai pembimbing akhlak dan budi pekerti,
Efesiensi, efektivitas, kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerjasama dan tanggungjawab
sesuai dengan lingkungan kerja organisasinya, Dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
diuraikan pengertian “penyelenggaraan pelayanan publik” yang selanjutnya disebut “penyelenggara” adalah setiap
institusi penyelenggaraan negara, korporasi, lembaga independent yang dibentuk berdasarkan undang-undang
untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
Kantor Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto adalah sebagai instansi penyelenggara negara, dan
dengan demikian secara otomatis sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan
sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Oleh karena itu upayauntuk meningkatkan pelayanan publik harus terus dilakukan. Dalam menghadapi
era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang. Dewasa ini penyelenggaraan pelayananpublik masih diharapkan
pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai kehidupan masyarakat, bangsa
dan bernegara. Pelayanan publikdikategorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan
dengan prosedur yang singkat, biaya murah, cepat, tepat dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan efektifitas
pelayanan umum di tentukan oleh faktor kemampuan pemerintah dalam meningkatkan disiplin kerja aparat
pelayanan. Khususnya Pemerintah Desa Bungeng di tuntut untuk mewujudkan disiplin kerja perangkat Desa dalam
upaya peningkatan efektifitas pelayanan umum.

Pelayanan publik sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik
yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat ataupun daerah
dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang—undangan. Seiring dengan penerapan sistem desentralisasi. Padatahun 2003 pemerintah menggulirkan
paradigma baru dalam pelayanan publik yakni dengan mencanangkan Peningkatan Pelayanan Publik (BP3). Gerakan
ini dilakukan setelah pemerintah mendapatkan berbagai sorotan tentang buruknya pelayanan yang dilakukan oleh
pemerintah kepada masyarakat. Upaya pemerintah untuk memperbaikikinerja layanannya diperkuat dengan
dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 63/KEP/PAN/2003 tentang Pedoman
Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.Aparatur Negara hendaknya memberikan pelayanan dengan berorientasi
pada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan, sehingga dapat meningkatkan daya dalam pemberian
pelayanan jasa.

Pelayanan publik merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah daerah
sebab jika komponen pelayanan terjadi stagnasi maka hampir dipastikan semua sektor akan berdampak pada
terhambatnya pelayanan oleh sebab itu perlu ada perencanaan yang baik dan bahkan perlu diformulasikan standar
pelayanan pada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah
daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan para pelaksana di bidang pemerintahan yang nantinya
akan menggerakkan segala kegiatan dalam proses pencapaian tujuan, sebagaimana diketahui bahwa pemerintah
sebagai pelaksana harusmemiliki tanggungjawab yang berat, sehinga pemerintah dalam hal ini memiliki perangkat
- perangkat yaitu jajaran birokrasi yang tentunya memiliki tugas dan fungsiyang berpegang teguh pada terwujudnya
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pencapaian tujuan yang berdasarkan peraturan-peraturan serta garis hirarkhi dari pucuk pimpinan tingkat atas (Top
Leader).

Selama ini, pemerintah sebenarnya juga selalu mengumandangkan bahwa aparatur pemerintah adalah
merupakan abdi masyarakat. Sebagai abdi masyarakat, sudah jelas bahwa tugas utama dari aparatur pemerintah
yaitu memberikan kualitas pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Jadi dengan adanya kemampuan pelayanan
yang ketat dan koordinasi yang mantap akan mempengaruhi keberhasilan aparat atau pegawai dalam peningkataan
efektifitas pelayanan. Peningkatan efektifitas pelayanan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kemampuan
pimpinan, motivasi yang tinggidari aparat atau pegawai, struktur organisasi yang jelas dan masih banyak faktor
lainnya yang dianggap berperan dalam mempengaruhi kerja.

Ditinjau dari kebutuhan masyarakat, pelayanan publik sangatlah penting, baik dalam bentuk barang publik
maupun jasa publik. Pelayanan dalam bentuk barang publik dapat berupa fasilitas-fasilitas yang menunjang
kehidupan masyarakat seperti jalan raya, air bersih, telepon umum dan lain sebagainya. Semakin tinggi kualitas
pelayanan dalam bentuk barang publik, maka kehidupan masyarakat akan baik artinyatidak ada masalah yang
menghambat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Sementara pelayanan dalam bentuk jasa sangat
dibutuhkan masyarakat seperti pelayanan pendidikan serta penyelenggaraan transportasi.

Selain itu juga terdapat komponen pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang
dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan
terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain Kartu Tanda Penduduk, Kartu
Keluarga, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte Pemikahan, Izin Mendirikan Bangunan, Paspor, Akte Tanah, dan
sebagainya.

Dari uraian di atas, maka penulis telah terinsprirasi untuk menjadikan topik pembahasan ini dalam skripsi
dengan judul “Efektivitas Pelayanan Aparatur Terhadap Masyarakat Di Desa Bungeng Kecamatan Batang
Kabupaten Jeneponto”.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitianini adalah:
1. Bagaimana efektivitas pelayanan apparat pemerintah di Desa BungengKecamatan Batang Kabupaten
Jeneponto ?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan masyarakat di DesaBungeng Kecamatan
Batang Kabupaten Jeneponto?
Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, dapat dirumuskan sebagaiberikut:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pelayanan aparatur pemerintah di DesaBungeng Kecamatan Batang
Kabupaten Jeneponto.

2. Untuk mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayananmasyarakat di Desa Bungeng
Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto

Manfaat Penelitian

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermafaat atau berguna antara lain :

1. Sebagai suatu temuan empiris yang dapat dijadikan sebagai acuan pada penelitian yang sejenis dan
merupakan temuan empiris yang dapat menambah dan mengembangkan hasanah ilmu pengetahuan.

2. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis sekaligus dapat mencarikan alternatif dan
solutif dalam menganalisa suatu masalah dalambentuk tulisan ilmiah.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat atau berguna Bagi pemerintah Kabupaten
Jeneponto dalam merumuskan alternatif kebijaksanaan terutama dalam mengelolah dan meningkatkan kapabilitas
seluruh sumber daya khususnya sumber daya manusia.

2. Tinjauan Teori
1. Pengertian Efektivitas
Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yangtelah ditentukan

di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun

sasaran seperti yang telah ditentukan.Hal ini sesuai dengan pendapat Agung Kurniawan dalam bukunya

Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan

melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatuorganisasi atau sejenisnya

yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya” (Kurniawan, 2005:109).

Selanjutnya Strees dalam Tangkilisan (2005:141) mengemukakan 5 (lima) kriteria dalam pengukuran

efektivitas, yaitu:

1. Produktivitas

2. Kemampuan adaptasi kerja
3. Kepuasan kerja

4. Kemampuan berlaba
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5. Pencarian sumber daya

Sondang P Siagan (2013 : 20-21) mengemukakan bahwa :Efektivitas adalah pemanfaatan sumber
daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadarditetapkan sebelumnya untuk
menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu tepat pada waktunya.
Berarti efektivitas sebagai orientasi kerja menyoroti empat hal yaitu :

a. Sumber daya, dana, sarana dan prasarana yang dapat digunakan sudah ditentukandan dibatasi.
b. Jumlah dan mutu barang atau jasa yang harus dihasilkan telah ditentukan
C. Batas waktu untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut sudah ditetapkan.

d. Tatacara yang harus ditempuh untuk menyelesaikan tugas sudah dirumuskan.

Selanjutnya menurut Makmur (2011:5) mengatakan pengertian efektivitas sebagai berikut
Efektivitas keberhasilan seseorang, kelompok, organisasi bahkan sampai kepada negara pun kita harus
melakukan perbandingan antara kebenaran atau ketepatan dengan kekeliruan atau yang dilakukan. Semakin
rendah tingkat kekeliruan atau kesalahan atau yang dilakukan. Semakin rendah tingkat kekeliruan atau
kesalahanyang terjadi, tentunya akan semakin mendekati ketepatan dalam pelaksanaan setiap aktivitas atau
pekerjaan (tugas) yang dibebankankan setiap orang.

Keefektivan pelayanan dalam suatu administrasi, administrator harus banyakmendengar dari
pada memberitahu, melayani daripada mengendalikan. Berarti mewujudkan efektivitas organisasi, dalam
mencapai tujuan diperlukan adanya pelayanan publik. Ini menunjukkan bahwa pelayanan menjadi penting
dan utama di dalam melayani publik. Pemerintah sebagai pemberi pelayanan dan publik sebagai penerima
pelayanan. Tuntutan efektivitas pelayanan menjadi penting untuk diterapkan sesuai dengan dimensi
pelayanan yang sederhana, jelas dan pasti, terbuka, efisien, ekonomis dan adil, sebagai perwujudan
pelayanan yang diterapkan oleh instansipemerintah, Selanjutnya menurut Wisnu & Nurhasanah (2005:26)
dikatakan bahwa suatu organisasi efektif jika (1) mengamankan skill dan sumber daya langka dari luar, (2)
secara kreatif mengkoordinasikan sumber daya dengan skill karyawanuntuk menemukan produk dan
berselaras dengan perubahan kebutuhan konsumen (pendekatan systemsistem internal dan (3) secara
efisien mengubabh skill dan sumber daya menjadi barang dan jasa (pendekatanteknis).

Sedangkan Mahmudi mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan
hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar ontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian
tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”(Mahmudi, 2005:92).

Selanjutnya Ade Gunawan (2003:2) menyatakan bahwa : “Efektivitas merupakan pengukuran
dalam arti terperincinya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Berdasarkan pendapat
tersebut maka dapat disimpulkanbahwa efektivitas adalah suatu target atau sasaran yang harus terwujud
dalam setiap organisasi dengan memenubhi seluruh sumber daya khususnya sumber daya manusia.

Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan (Kurniawan, 2005:109). Efektivitasadalah kemampuan
melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya
yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Dari pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu
ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh
manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Dan Menurut (Effendy, 2003:14).
efektivitasadalah Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai denganbiaya yang
dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. Sementara pada waktu yang
sama, masyarakat semakin menuntut efektifitas kerja pegawai negeri sipil, sebagian Pegawai Negeri Sipil
diperbantukan di daerah otonom yang bekerja di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang di
dalamnya memiliki kecamatan hingga Kelurahan/Desa.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep
efektivitas.Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perludilakukan perubahan secara
signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atautidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan
pencapaian tujuan organisasi melaluipemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi
masukan (input), proses, maupun keluaran (output).

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana
dikatakan oleh Siagian (2013:77), yaitu:

1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksdukan supaya karyawan dalampelaksanaan tugas
mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapattercapai.

2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti
dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran- sasaran yang ditentukan agar para
implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai
dan strategi yang telah di tetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan
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usaha-usaha pelaksanaan kegiatanoperasional.

4) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yangdikerjakan oleh
organisasi dimasa depan.

5) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-
program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksanaakan kurang memiliki pedoman
bertindak dan bekerja.

6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemamapuan
bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh
organisasi.

7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabilatidak dilaksanakan
secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan
pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifatmanusia yang tidak
sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Berdasarkan kriteria tersebut di atas apabila kita hubungkan dengan organisasimaka yang paling
di diutamakan dalam mencapai efektivitas yakni dengan menekankan pada ketersediaan sarana dan
prasarana dan bagaimana pencapaian sasaran yang terarah dengan penyusunan program-program yang
matang dan implementasi yang matang pula serta pada pengawasan dan pengendalian.

Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana
serta metode dan model yang digunakan.Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar
dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar
dan memberikan hasil yang bermanfaat.

2. Konsepsi Pelayanan

Pelayanan publik dapat juga diartikan sebagai pemberian layanan (melayani)keperluan orang
atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata
cara yang telah ditetapkan. Pada hakikatnya, pemerintah adalah pelayanan kepada masyarakat. la tidaklah
diadakan untuk melayanidirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang
memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi
mencapai tujuan bersama.

Pelayanan dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana,
terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau. Oleh karena itu harusmengandung unsur dasar yaitu :

1) Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara
pasti oleh masing-masing pihak.

2) Mutu proses dari hasil pelayanan harus diupayakan agar dapat memberikan keamanan, kenyamanan,
kelancaran dan kepastian hukum yang dapatdipertanggungjawabkan. (Menpan,2003:4).

Oleh karena itu, birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan
layanan baik dan profesional. Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik merupakan salah satu
perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Pelayanan
publik (public services) oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga
negara). Pelayanan umum oleh Lembaga Administrasi Negara (1998) diartikan sebagai segala bentuk
kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat,di Daerah dan di lingkungan
Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barangdan atau jasa baik dalam rangka upaya kebutuhan
masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kamus Bahasa Indonesia (1990), pelayanan publik dirumuskan sebagai
berikut :

a. Pelayanan adalah perihal atau cara melayani.
b. Pelayanan adalah kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang dan jasa.

C. Pelayanan medis merupakan pelayanan yang diterima seseorang dalam hubungannya dengan
pencegahan, diagnosa dan pengobatan suatu gangguan kesehatan tertentu.

d. Publik berarti orang banyak (umum)

Pelayanan Publik menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Berdasarkan Pasal 1
butir 1 UU 25 2009 disebutkan bahwa “pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanansesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga
negara dan pendudukatas barang, jasa, dan/atau pelayananadministratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik”. Sedangkan butir 2 menyebutkan ”penyelenggara pelayanan publikyang selanjutnya
disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang
dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang
dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
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Kemudian Richard, M. Streert, (2005) mengemukakan ada empat faktor yangmempengaruhi
efektifitas organisasi yaitu :

1. Karakteristik organisasi terdiri dari struktur organisasi dan teknologi struktur adalahcara organisasi untuk
menyusun orang-orang untuk menciptakan sebuah organisasi.

2. Karakteristik lingkungan mencapai dua aspek yang saling berhubungan vaitu lingkungan ekstren dan
lingkungan intern. Lingkungan ekstren yaitu semua lingkungan kekuatan yang timbul diluar batasan-
batasan organisasi. Lingkungan intern pada umumnya dikenal sebagai iklim organisasi yang meliputi
bermacam- macam atribut-atribut lingkungan saja.

3. Karakteristik lingkungan dalam bekerja memliki pandangan tujuan kebutuhan dan kemampuan yang
berbeda-beda individu ini memiliki pengaruh langsung terhadap rasa keterkaitan pada organisasi dan
prestasi kerja.

4. Kebijakan dan praktek manajemen dibutuhkan suatu organisasi untuk mewujudkansuatu keberhasilan
melalui perencanaan, koordinasi, sehingga dapat memperlancarkegiatan yang dituju kearah sasaran.
Lijan PoltakSinambela (2008:6) mengemukakan azas-azas dalam pelayanan publik tercermin dari:

a. Transparansi : Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yangmembutuhkan dan
disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

b. Akuntabilitas : Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

C. Kondisional : Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerimapelayanan dengan tetap
berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

d. Partisipatif : Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayananpublik dengan
memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

€. Keamanan Hak : Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama,ras, golongan, gender
dan status ekonomi.

f. Keseimbangan Hak dan kewajiban Pemberi dan penerima pelayanan publik harusmemenuhi hak dan
kewajiban masing- masing pihak.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003, memberikan pengertian pelayanan publik yaitu segalakegiatan pelayanan yang
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima
pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan. Berdasarkan fungsi pemerintah
dalam melakukan pelayanan umum (publik) terdapat 3 (tiga) fungsi pelayanan, yaitu : environmental service,
development service, protective service.

Senada dengan hal tersebut UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan
defenisi Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalamrangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undanganbagi setiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Menurut Sinambela (2008: 4-5) Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam
suatu kumpulan kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipunhasilnya tidak terikat pada suatu produk
secara fisik. Sementara dalam KEPMENPAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2003), pelayanan publik adalah segala
kegiatan pelayanan yangdilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan
kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang -undangan. Hal
senada terdapat dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993, bahwa
pelayanan publik yaitu segala bentuk pelayananyang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di
daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam
bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam
rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan. A.S. Moenir (2002:26-27) mendefinisikan
“pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan
tertentudimana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani,
tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna.”

Selanjutnya A.S. Moenir A (2002: 16) menyatakan bahwa : proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas
orang lain yang langsung inilah yang dinamakan pelayanan. Jadi dapat dikatakan pelayanan adalah kegiatan
yang bertujuan untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain”

Jadi Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan
berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat.
Proses yang dimaksudkan dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan
pemberi pelayanan.
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Dari aspek jenis pelayanan mencakup tiga jenis pelayanan publik, yaitu: pelayanan barang publik,
pelayanan jasa publik dan pelayanan administratif. Uraian penjelasan mengenai jenis pelayanan publik
sebagai berikut:

a. Pelayanan barang publik antara lain meliputi: pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan
oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananyabersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengadaan dan penyaluran barang
publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya
bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan pengadaan dan
penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya
sebagianatau seluruhnya bersumber dari kekayaan Negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan,
tetapi ketersediaannya menjadi misi Negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Pelayanan jasa publik antara lain meliputi: penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau
anggaran pendapatan dan belanja daerah, penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal
pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Negara dan/atau kekayaan daerah
yang dipisahkan dan penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang
modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan
daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan
perundang- undangan.

C. Pelayanan administratif antara lain meliputi: tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh
negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan
pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda dan tindakan administratif oleh instansi
nonpemerintah yang diwajibkan oleh Negara dan diatur dalam peraturan perundangundangan serta
diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan

Prespektif keefektifan dibagi atas tiga tingkatan analisa yakni individu, kelompok dan organisasi.

Sianipar (1998:4), mengatakan bahwa pelayanan adalah cara melayani, membantu menyiapkan atau

mengurus keperluan seseorang atau kelompok orang. Melayani adalah meladeni/membantu mengurus

keperluan atau kebutuhanseseorang sejak diajukan permintaan sampai penyampaian atau penyerahannya.

Dalamkonteks Undang — undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik disebutkan bahwa standar

pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan

penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajibandan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka
pelayanan yang berkualitas,cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

3. Unsur-unsur Pelayanan umum

Menurut Moenir (2002: 190-196), bentuk pelayanan ada tiga macam yaitu: Pelayanan dengan
lisan Pelayanan dengan lisan ini dilakukan oleh petugas-petugas bidang hubungan masyarakat (humas),
bidang layanan informasi dan bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan
kepada masyarakat mengenai berbagai fasilitas layanan yang tersedia. Agar layanan lisan berhasil sesuai
dengan yang diharapkan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku pelayanan,yaitu :

a. Memahami benar masalah-masalah yang termasuk dalam bidang tugasnya.

b. Mampu memberikan penjelasan apa-apa saja yang perlu dengan lancar, singkat tetapi cukup jelas
sehingga memuaskan bagi mereka yang ingin memperoleh kejelasan mengenai sesuatu.

C. Bertingkah laku sopan dan ramah tamah.

d. Meskidalam keadaan sepi tidak berbincang dan bercanda dengan sesama pegawai,karena menimbulkan
kesan tidak disiplin dan melalaikan tugas.
Pelayanan melalui tulisan dalam bentuk tulisan, layanan yang diberikan dapatberupa pemberian
penjelasan kepada masyarakat dengan penerangannya berupa suatuinformasi mengenai hal atau masalah
yang sering terjadi Pelayanan melalui tulisan terdiri dari dua macam, yaitu:

a. Pelayanan berupa reaksi tertulis atas permohonan, laporan, keluhan, pemberitahuan dan lain
sebagainya.
b. Pelayanan berbentuk perbuatan Pelayanan dalam bentuk perbuatan adalahpelayanan yang diberikan
dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan, bukan sekedar kesanggupan dan penjelasan secara lisan.
Berbicara tentang pelayanan yang diberikan pemerintah tentunya tidak terlepas dari pelayanan
pemerintah pada sektor publik karena umumnya pelayanan yang diberikan pemerintah itu dalam
bidang/sektor yang menyangkut kepentingan umum seperti pengurusan KTP, akte kelahiran, kartu keluarga,
penyaluran kredit dan lain-lain yang kesemuanya dilakukan demi kesejahteraan masyarakat.
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Pelayanan umum dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yangbersifat sederhana,
terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara (MENPAN) Nomor 81 Tahun 1993 mengutarakan pula bahwa pelayanan umum mengandung unsur-
unsur sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara
pasti oleh masing-masing pihak.

2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan
kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undanganyang
berlaku dengan tetap berpegang pada efisiensidan efektivitas.

3. Mutu, proses dan hasil pelayanan umum diupayakan agar dapat member keamanan, kenyamanan,
kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh.instansi pemerintah terpaksa harus mahal maka
instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberikan peluang kepada masyarakat untuk
ikut menyelenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Sedermayanti,
2004:193).

4. Ruang Lingkup Pelayanan

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanansesuai dengan peraturan perundang
Undangan bagi setiap warga negara dan pendudukatas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik menurut UU Nomor
25 Tahun 2009 adalah (1) Pelayanan barang publik, (2) Pelayanan jasa publik, dan (3) Pelayanan
administratif.

Sehingga dengan demikian dalam pemberian layanan terhadap publik sangatlah penting untuk
memperhatikan kategori layanan publik sebagaimana dikemukakan oleh Henry (dalam Sedarmayanti, 2000:
197), yaitu: (1) Public service adalah pengertian yang ditujukan kepada suatu pelayanan terhadap kebutuhan
yang bersifat umum dari masyarakat. Dan karena itu dapat dituntut agar dilaksanakan; (2) Public utilities
berupa pelayanan atas komoditi dan jasa dengan mempergunakan sarana milik umum, yang dapat
dilakukan oleh orang/badan keperdataan namun harusdengan pelayanan tanpa deskriminasi; dan (3) Public
interest law (pro bonomor publico) adalah dalam bentuk karya pekerjaan/pelayanan yang dilakukan karena
belas kasihan demi kemanfaatan umum Pendapat tersebut menunjukkan bagaimana seharusnya
pemerintah memberi perhatian dan bersikap terhadap layanan publik. Jikapelayanan publik dituntut untuk
dilaksanakan, maka pemerintah harus memberi responterhadap layanan apa saja yang harus diberikan.
Pemerintah harus memperhatikan caraterbaik demi kesejahteraan masyarakat secara universal.

5. Bentuk Pelayanan
Bentuk pelayanan dibedakan kedalam beberapa jenis, yaitu:

1. Pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi
yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi,
kepemilikkan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya termasuk di dalamnya
dokumen- dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga,

2. Pelayanan barang vaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang

digunakan oleh publik misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik dan sebagainya, 3.

Pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibuthkan oleh

publik misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan dan lain sebagainya.

Dengan demikian pelayanan merupakan implementasi dari pada hak dan kewajiban antara
negara/pemerintah dan masyarakat yang harus diwujudkan secara berimbang dalam penyelenggaraan
pemberian pelayanan oleh aparaturnegara/pemerintahan. Seiring dengan hal itu tuntutan masyarakat
untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas terus meningkat dari waktu ke waktu. Tuntutan tersebut
semakin berkembang seiring dengan tumbuhnya kesadaran bahwa warga negara memiliki hak untuk dapat
diberikan pelayanan. Untuk merealisasikan hak.hak masyrakat, maka dituntut efektivitas kerja yang baik
dari instansi pemerintah.

Keberhasilan proses otonomi daerah tidak terlepas dari itikat pemerintah untuk bekerja sesuai
fungsi dan tugasnya dalam melayani kebutuhan masyarakat untuk berkembang.Salah satu indikasi
keberhasilan dari otonomi daerah dan desentralisasi menurut Mardiasmo (2002) menyatakan terjadinya
peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan,
pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Tidak efektif dan tidak efisien-nya
pelayanan pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah akan berdampak pada tidak puasnya masyarakat
sebagai pengguna layanan.
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Untuk mencapai keberhasilan dalam otonomi daerah dan terciptanya pemerintahan yang baik
maka perlu dilakukan evaluasi kinerja layanan pemerintah secara terus menerus. Mardiasmo (2002)
menyatakan bahwa salah satu cara untuk memperbaiki teknik pengawasan dan pemeriksaan adalah dengan
memperkuat pelaksanaan audit tidak hanya audit keuangan akan tetapi perlu juga audit kinerja.

Menurut Gronroos (2002) yang dikutip Tjiptono dan Chandra (2005:11) jasaadalah “ proses yang
terdiri dari serangkaian aktivitas intangible yang biasanya terjadipada interaksi antara pelanggan dan
pegawai jasa dan atau sumber daya fisik atau barang dan atau sistem penyedia jasa sekalipun pihak-pihak
yang terlibat mungkin tidak menyadarinya, yang disediakan sebagai solusi atau masalah pelanggan.
Pelayanan yang diharapkan oleh konsumen (masyarakat) adalah pelayanan yang mudah dan cepat (tanpa
hambatan), wajar memperlakukan pelanggan secara adil sama,tertib, tidak membeda-bedakan serta jujurdan
terbuka. Hal ini berarti bahwa pelayananyang berkualitas adalah pelayanan yang efektif. Sedangkan menurut
Parasuraman, Zethaml, dan Berry yang dikutip Rangkuti (2006:19). Ciri — ciri kualitas jasa dapat dievaluasi ke
dalam lima dimensi besar, yaitu:

1. Reliability (keandalan), untuk mengukur kemampuan perusahaan dalammemberikan jasa yang
tepat dna dapat diandalkan.

2. Responsiveness (daya tanggap), untuk membantu dan memberikan pelayanankepada pelanggan
dengan cepat.

3. Assurance (jaminan), untuk mengukur kemampuan dan kesopanan pegawai sertasifat dipercaya yang
dimiliki oleh pegawai.

4. Emphaty (empati), untuk mengukur pemahaman pegawai terhadap kebutuhankonsumen serta
perhatian yang diberikan oleh karyawan.

5. Tangible (kasar mata), untuk mengukur penampilan fisik, peralatan, karyawanserat sarana
komunikasi.

Menurut, Munir (1995:11) bahwa : pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh
seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode
tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Sedangkan berdasarkan
surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara (63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik
adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Sesuai dengan SK MENPAN diatas penyelenggaraan pelayanan publik adalah instansi pemerintah.
Instansi pemerintah adalah satuan kerja/satuan organisasi Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah
dan Non Pemerintah, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dan instansi Pemerintah
lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk BUMN, BHMN, danBUMD.

Unit Penyelenggara pelayanan publik adalah unit kerja pada instnasi pemerintah yang secara
langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan publik. Pemberi pelayanan publik adalah
pejabat/pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Sedangkan penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, intansi
pemerintah dan badan hukum vyang menerima pelayanan dariinstansi pemerintah. Terdapat
kemungkinanan bahwa jenis pelayanan hanya perlu diberikan oleh satu instansi di satu tingkat
pemerintahan saja. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa satu jenis pelayanan publik diberikan dengan
melibatkan berbagai jenis intansi di berbagai tingkat pemerintahan. Karena itu pemberian pelayanan publik
olehpemerintah dapat dilakukan dengan berbagai pola yaitu:

1. Fungsional, pola pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pelayanansesuai dengan tugas,
fungsi dan kewenangannya.

2. Terpusat, pola pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh penyelenggara pelayanan
berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyelenggara pelayanan terkait lainnya yang
bersangkutan.

3. Terpaduyaitu Terpadu satu atap, yaiyu pola pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempatyang
meliputi berbegai jenis pelayanan yang tidak mempunyaiketerkaitan proses dan dilayani melalui
beberapa pintu dan Terpadu satu pintu, yaitu pola pelayanan yang diselenggarakan pada satu
tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui
satu pintu.

4. Gugus Tugas, Petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk gugus tugas
ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan dan lokasi pemberianpelayanan tertentu.
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3. METODE PENELITIAN

Waktu dan Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan di Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto pemilihan
lokasi tersebut didasarkan pada kondisi desa yang mendukung untuk pelaksanaan penelitian sesuai dengan judul
yang dipilih dan ditinjau dari segi efektivitas waktu dan kesiapan sumber daya.

Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai
fenomena dan menganalisa peran, kendala, solusi untukmeningkatkan efektivitas pelayanan aparatur terhadap
pelayanan Masyarakat

Sumber Data
Sumber data merupakan suatu hal yang sangat penting untuk digunakan dalam penelitian guna menjelaskan valid
atau tidaknya suatu penelitian tersebut. Terdapat dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer : Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian
atau sumber data pertama di mana sebuah datadihasilkan. Data primer yang akan penulis dapatkan melalui
wawancara. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data sepihak yang dikerjakan secara
sistematis berlandaskan pada tujuan penelitian.

b. Data Sekunder : Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang kita butuhkan. Data
sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen seperti jurnal, surat kabar, artikel. Selain itu, data sekunder
diperoleh dari literatur- literatur kepustakaan seperti buku-buku, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan
materi skripsi ini

Informan Penelitian

Informan adalah objek penting dalam sebuah penelitian. Informan adalah orang-orang dalam latar penelitian yang
dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan dalam penelitian
ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Pelayanan, Tokoh Masyarakat, Warga dan Tokoh Pemuda.
Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling yakni digunakan untuk mengarahkan pengumpulan data
sesuai dengan kebutuhan melalui penyeleksian informan yang menguasai permasalahan secara mendalam serta
dapat dipercayamenjadi sumber data.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ada dua hal terpenting yang harus diperhatikan, yaitu metode pengumpulan data
dan instrumen penelitian. Metode pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data, sedangkan yang dimaksud
denganinstrumen penelitian yaitu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, Teknik pengumpulan data
merupakan langkah-langkah dalam mendapatkan data. adapunteknik penelitian, sebagai berikut :

a. Wawancara
Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi
dengan tanya jawab secara lisan dan tatap muka dengan responden. Pedoman wawancara ini berisi
pertanyaan dalam kuesioner yang dilakukan secara lisan dan bertatap muka secara langsung kepada
responden.

b. Observasi
Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Observasi ditunjuk pada
pelaksanaan aktivitas kerja pegawai dengantujuan untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data
yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban informan dengan
kenyataan yang ada.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Peneltian
Efektivitas pelayanan aparat pemerintah di Desa BungengKecamatan Batang Kabupaten Jeneponto

a. Efektivitas Pelayanan Aparatur dari Aspek Tangibles

Studi tentang efektivitas pelayanan dalam aspek Tangibles( bukti fisik) meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai
dan sarana komunikasi serta kendaraanoperasional. Dengan demikian, bukti langsung / wujud merupakan satu
indikator yangpaling konkrit. Wujudnya berupa segala fasilitas yang secara nyata dapat terlihatBerdasarkan fakta
dilapangan, di kantor Desa Bungengsudah tersedia beberapafasilitas seperti buku tamu, buku profil Desa, buku surat
masuk dan keluar, buku catatan keuangan dan lain-lain sebagainya. Hanya saja perlengkapan seperti komputer
masih kurang memadai laptop 2 (dua) buah dan printer satu unit. Perlu adanya perbaikan fasilitas untuk menunjang
tugas dan fungsi aparat Desa Bungeng, seperti pendapat salah tokoh masyarakatpenerima layanan berikut ini :
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“Sitojengnna parallu nitambah mesin komputer ka biasa appada-padaki ero ngurusu na terbatas ki
komputerna kantoroka’ nah jaiji poeng pegawai caradde angmake komputer. ”
Di samping perlunya penambahan unit komputer kantor Desa Bungeng maka yang tidak kalah pentingnya adalah
kenyamanan dan kebersihan kantor karena dapat mempengaruhi tampilan fisik secara keseluruhan.
Dari hasil wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat lainnya yang sementara mengurus Pengantar E-ktpdi
Kantor Desa Bungeng berpendapat bahwa :
“ Terkadang kita merasa tidak nyaman pada saat mengurus pengantar E-ktp karena ruangan tempat
menunggu yang sangat sempit apalagi hampir setiap hari beberapa orang yang antri dalam mengurus, ya
paling tidak disiapkan kursi, karena biasa kita berdiri sambil menunggu selesai yang satu dilayani.”
Berdasarkan hal tersebut efektivitas pelayanan dari aspek Tangibles dengan melihat ketersediaan unit komputer,
yang merupakan salah satu faktor penentu akan kepuasan masyarakat yang dilayani khususnya pelayanan untuk
pengantar E-ktp di Desa Bungeng ini menunjukkan masih belum efektif

b. Efektivitas Pelayanan Aparatur dari AspekReliability
Berdasarkan dimensi Reliability ( kepercayaan ) merupakan kemampuanaparat dalam memberikan pelayanan yang
dijanjikan dengan segera dan memuaskanUntuk segi kepercayaan di kantorDesa Bungeng, Masyarakat terkadang
mengeluhkan waktu pelayanan yang dijanjikan, khsusnya dalam pelayanan SuratKeterangan Usaha (SKU)dalam
memperoleh Surat keterangan yang cukup bervariasi terkadang disampaikan hanya di tunggu akan tetapi faktanya
kadang harus menunggusampai satu hari apalagi kalau Pak Desatidak berada di ruanagannya sehingga memerlukan
waktu yang cukup lama.
Peneliti mewawancarai beberapa warga masyarakat di tempat pelayanan yang telah lama menunggu untuk
mengambil Surat Keterangan Usaha (SKU)yang telah dijanjikan oleh aparat yang tidak sesuai dengan apa yang
dijanjikan. Padahal kebiasaanketerlambatan penyelesaian dalam mengurus atau penyelesaian seperti ini akan
menjadi momok bagi masyarakat lain dalam mengurus SKU, bahkan ada warga yangberkomentar;
“ saya cepat datang kesini untuk mengurus SKU dan satu persatu menunggu baru di layani karena yang
datang mengurus pengantar Surat keterangan usaha tidak seimbang dengan pegawai yang ada”
Sementara menurut salah satu staf Desa pada saat di konfirmasi melalui wawancara oleh peneliti
mengatakan bahwa :
“memang dalam mengurus Surat Keterangan Usahaterkadang cuma satu pegawai dan data pemohon harus
diperiksa secara seksama sesuai dengan data alamatnya karena jangan sampai ini warga hanya
mengatasnamakan saja suratKeterangan Usaha yang sudah di tanda tangani sementara tidak ada ji
Usahanya..”(wawancara, 2020).
Banyaknya tanggapan yang megatakan bahwa pegawai Desa belum dapat menyajikan layanan prima dalam hal
ketetapan waktu seperti ungkapan salah seorangtokoh masyarakat yang sempat peneliti wawancarai pada saat
mengurus Surat Keterangan Usaha di kantor Desamengatakan :
“ janji petugas terhadap penyelesaian Surat Keterangan Usahatidak bisamemberikan jam yang pas pada
saat berjanji menyelesaikannya, makanya saya pikir lebih baik datang di waktu sore supaya tidak bolak balik”
(wawancara, 2020).
Begitujugadengan komentar sekertaris desa bahwa :
“ kami telah berusaha menempati janji dalam menyelesaikan tugas layanan kepada masyarakat tapi kami
selalu sesuaikan dengan jumlah masyarakat yang datang di layani apabila jumlahnya banyak maka kami
biasanya kami janji beberapa hari akan selesai akan tetapi bila sedikit maka kami suruh sajamenunggu atau
meminta datang keesokan harinya supaya ada kejelasan dantidak bolak balik mi lagi.”
Dan dintara warga yang selama ini mengurus di kantor Desa ada di antara mereka yang mungkin sudah merasa
nyaman dengan pelayanan pegawai pada saat datang untuk mengurus pengantar E-ktp, yang di wawancarai oleh
peneliti dan mengatakan bahwa :
“Setiap tahap yang dilalui dalam proses pengantarE-ktp telah ditangani olehpegawai yang betul-betul sudah
lincah, cuman masalahnya yang saya lihat berkas tersebut masih tersimpansebagian danbutuh waktu lagi
yang cukup untuk menunggu.”
Sementara kasi pelayanan berkomentar bahwa :
“ Padadasarnya kita sebagai pegawai tidak boleh ada diskriminasi pelayanan kepada masyarakat baik yang
baru maupun yang sudah seringmengurus, semuanya kami perlakukan dengan baik sesuai dengan aturan
yang sbenarnya.Meskipun demikian mungkin masih ada diantara warga yang merasa belum puas dalam
memperoleh layanan dan kami sadar bahwa hal ini adalah biasa sepanjang kami selalu berusaha semaksimal
mungkin untuk memberikan pelayanan. Salah satu bentuk kekecewaan masyarakat pada umumnya ketika
kadang antri atau menunggu beberapa waktu pada saat mereka datang bersamaan.”. (wawancara,2020)
Disamping itu menurut pengamatan peneliti, ketidak puasan atas kelambatan dalam menerima layananini
disebabkan karena sikap dan keterbatasan kemampuan pegawai yang dapat memberi pemahaman kepada
masyarakat yang dilayani.
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Salah seorang pemuda yang di wawancarai oleh peneliti mengatakan bahwa:
“Terkadang pegawai belum memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat oleh karena mereka
hanya membiarkan duduk sambil menunggu dipanggil namanya, kacaunya lagi karena tidak ada TV yang
disediakan yangbisa menghibur sambil menunggu antrian giliran”. (wawancara 2020).
Berdasarkan informasi tersebut yang berkaitan dengan aspek reability mengenai kecepatan pegawai dalam
memberikan pelayanan bagi masyarakat yang barumengurus maupun yang sudah lama serta sikap pegawai terhadap
masyarakat yang menuggu proses pembuatan pengantar E-Ktp ini menunjukkan bahwa pelayanan di Desa Bungeng
sudah dapat dikatakan efektif.

C.  Efektivitas Pelayanan Aparatur dari AspekResponsiveness
Dimensi selanjutnya adalah ketanggapan pegawai dalam memberi layanan yang terdiri perhatian pegawai di Desa
Bungeng atas keluhan masyarakat, Padaumumnya janji pegawai dengan masyarakat adalah untuk keperluan
membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan beberapa hal diantaranya mengenai cara mengisi formulir atau
ketanggapan pegawai dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam surat
pengantarpembuatanE-ktp.
Dalam wawacara yang dilakukan oleh peneliti terhadap salah seorang warga masyarakat mengenai kemudahan
membuat janji dengan pegawai dalam hal pelayananmengatakan bahwa :
“pagawe ri Desayya nausahakan tonji assarre pelayanan sanna bajinna mae rikatte ngaseng kamma anjomae
punna angurusuki KTP, sollanna caraddekki ambonei pormulir'ka” (wawancara 2020)
Mengenai hal ini, kasi kesejahteraan mengatakan bahwa :
“memang terkadang masyarakat ingin bertemu untuk menanyakan seputar persoalan pengurusan E-Ktp hal
ini kami lakukan setiap saat dan memberikaninformasi serta tata cara atau prosedurnya dalam mengurus
berkas sesuai keperluannya” (wawancara, 2020)
Berdasarkan informasi tersebut ini menjukkan bahwa secara umum ketanggapan dan perhatian pegawai Desa
Bungeng dalam melayani keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dinilai telah memadai dimana hal tersebut
tidak terlepasdari pemahaman budaya kerja apalagi karakter masyarakat diwilayah ini perlu mendapatkan
pelayanan yang lebih baik, meskipun demikian ada juga masyarakat yangtetap merasa tidak puas terhadap layanan
yang diterima sehingga secara psikologi mereka merasa kecewa dan pada akhirnya mengeluh sehingga Untuk
meminimalisir keluhan yang dilontarkan oleh masyarakat maka pihak Desa perlu melakukan evaluasi dan
meningkatkan kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan yang prima.
Komentar salah seorang warga masyarakat terhadap perhatian pegawai kantorDesa Bungeng apabila menghadapi
permasalahan menyangkut pembuatan surat pengantarE-KTP, Seperti dikutip oleh peneliti pada saat wawancara
adalah sebagai berikut :
“ saya merasa puas terhadap perhatian pegawai disini, karena apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan
Pengantar KTP baik yang diakibatkan oleh pemohon ataupun oleh operator langsung di tanggapi dengan
segera”. (wawancara 2020).
Mengenai pelayanan terhadap keluhan masyarakat khususnya pembuatan surat pengantar,kasi
pelayananDesa Bungeng mengatakan bahwa :
“ Apabila ada masyarakat yang mengeluh atas pelayanan yang di berikan dan itu bukan hanya pelayanan E-
ktp tapi termasuk pelayanan yang lain dan itu akan menjadi perhatian serius bagi kami, sehingga apabila
terjadi hal demikian kami akan memberikan alternatif atau biasa juga kami sampaikan di rapat untuk
mencari solusinya”. (wawancara,2020).
Dalam pengisian formulir yang di sediakan oleh pemerintah untuk pengantar E-ktp itu diisi oleh masyarakat
dan telah di desain sedemikian rupa sehingga kalimat yang perlu dijawab dapat dengan mudah diisi, oleh
karena itu bila ternyata ada masyarakat yang mersa tidak jelas atas penjelasan pegawai tentang pengisian
formulir, kemungkinan diduga karena adanya kriteria yang tidak di mengerti, dinilai agak sulit diisi.
Mengenai hal ini warga masyarakat dalam wawancara dengan peneliti, mengatakan :
“Memang harus diisiformulir untuk urusan KTP, akan tetapi biasanya petugas membantu kami bila menemui
masalah atau ada hal yang kurang di pahami dalam mengisi formulir, cuman biasa kalau di Tanya brapa
biayanya dia bilang dari kita ji”(wawancara, 2020)”
Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa pegawai dalam hal memberikan pelayanan yang dibutuhkan sudah di dapat
di kategorikan efektif dalam hal menerimakeluhan masyarakat meskipun masih perlu ditingkatkan.

d. Efektivitas Pelayanan Aparatur dari Aspek Assurance
Selanjutnya peneliti mengkaji terhadap kemampuan pegawai dalam memberijaminan layanan(assurance) terhadap
pelayanan E-ktp, dari hasil wawancara dengan salah seorang warga di kantor Desa Bungeng mengatakan bahwa :
“bahwa memang sudah ada pengumuman yang di tempel di papan-papan informasi mengenai kelengkapan
berkas, namun tidak serta merta pegawai akan menjelaskan lebih lanjut “. (wawancara,2020).
Kemudian hal tersebut juga di tambahkan oleh kepala seksi pemerintahan yang mengatakan
bahwa :
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“kami sudah memasang pengumuman tentang prosedur pembuatan E-KTP memngingat untuk layanan E-ktp
memang perlu sosialisasi terhadap seluruh masyarakat karena blangkonya sudah berlaku seumur hidup jadi E-
KTP tidakperlu lagi di peranjang masa berlakunya di samping itu seluruh pegawai senantiasa memberikan
pejelasan kepada masyarakat mengenai prosedur tersebut, cuma masalahnya terkadang masyarakat tidak
menghiraukan hal ini,jadi terkadang bolak balik mengurus” (wawancara, 2020).

Adapun mengenai penggantian Blangko E-KTPjikalau terjadi kesalahan menurut Kepala Desa
bahwa :
“apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan Pengantar E-ktp warga yang diakibatkan karena kesalahan data
yang di input atau yang ditulis oleh wargadalam pengisian formulir seperti alamat, tempat tanggal lahir dan
sebagainyahal tersebut seyogyanya pegawai kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk melayani
dengan sebaik-baiknya ‘(wawancara,2020).

Kemudian terlepas dari persoalan akan banyaknya terjadi kesalahan dalam pembuatan Pengantar
E-ktp sering juga terjadi selisih paham antara masyarakat denganpegawai disebabkan karena waktu yang
dijanjian untuk adakalanya tidak sesuai denganwaktu yang telah di tentukan.

Sebagaimana salah seorang warga dalam wawancara dengan peneliti mengenai jaminan atau
janjimengatakan bahwa :
“ apabilamemang belum bisa di pastikan akan berapa hari baru bisa selesai, sebaiknya jangan maki dijanji,
bukan apanya banyak pekerjaan yang lain yangmesti kami kerjakan.”(wawancara,2020)
Kemudian salah seorang warga mengatakan bahwa :
“Di kantor ini memang sudah sangat jelas dalam memberikan informasi seluruh mekanisme alur dan syarat-
syarat pengurusan adminstrasi teruma pengurusan KTP mulai dari awal pengurusan sampai selesainya
pengurusan tanpa harus bertele-tele penjelasanya.” (wawancara,2018)

Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa pegawai dalam hal memberikan pelayanan yang dibutuhkan sudah dapat di
kategorikan efektif dalam hal memberi jaminan akan ketetapan waktu dan sudah dapat dipercaya.

e. Efektivitas Pelayanan Aparatur dari Aspek Empathy
Selanjutya empatimeliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik dan memahami
kebutuhan masyarakat. untuk melihat efektif atau tidaknya pelayanan pegawai di kantor Desa Bungeng dapat dilihat
darikeramahandan kesopanan pegawai sebagaimana yang di peroleh peneliti dilokasi. sebagaimana pendapat salah
seorang warga mengatakan bahwa :
“’manna kiciniki anjo pagawea sanna bajinna apalgi manna battu ki angurusuberkas intaki nalayani siagang
pole pak Desa sombereki mai rikatte ngaseng manna sibuntuluki, ”.(wawancara,2020).
Kemudian hal ini juga diperkuat oleh pendapat salah seorang staf di yang mengatakan bahwa :
“kita memang sangat peka terhadap segala sesuatu yang di butuhkan masyarakat apalagi sekarang ini kita
dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan sekaligus sebagai kinerja ta mi
juga ”.(wawancara,2020)
Hal tersebut juga diakui oleh salah seorang warga ketika diwawancarai dan mengatakan bahwa

“iya memang petugas yang ada di kantor Desa sudah bekerja secara maksimal hanya kita masyarakat yang
selalu ingin di dimanja, dan mengenaipertanggungjawabannya saya kira cukup kalau kita sudah dilayani
dengan baik apalagi tidak sedikit masyarakat yang yang harus dilayani, diakan juga manusia biasa yang tidak
luput dari kesalahan”.(wawancara,2018)
Sehingga dengan demikian dari sisi empathy, aparatur yangada di kantor DesaBungeng sudah berusaha untuk
membangun komunikasi yang baik dengan masyarakatdan salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan
efektifitas pelayanan secaraumum adalah dengan melakukan evaluasi tiap mingggu sebagai bentuk keinginan untuk
memberikan pelayanan yang maksimal kepadamasyarakat namun sayangnya program ini belum terimplementasi
dengan baik sehingga perlu menjadi prioritas kinerja dimasa yang akan datang.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pelayanan TerhadapMasyarakat.
Organisasi yang efektif, ditentukan oleh individu yang efektif. Tentunya adabeberapa faktor yang mempengarubhi
diantaranya :

1. Motivasi Individu ( Individual Motivation ) yaitu : Motivasi dan kemampuan bekerja mempengaruhi prestasi
kerja. Teori motivasi mencoba menerangkan dan meramal bagaimana perilaku individu muncul, mulai,
berlanjut dan berhenti. Sebenarnya motivasi itu begitu rumit sehingga mustahil memiliki satuteori yang
mencakup keselurahan tentang bagaimana hal tersebut terjadi dimana kita memahami bahwa aparatur di
kantorDesaBungengpastinya memiliki kapasitas dan semangat untuk bekerja. Semangat dan dorongan
tersebut akan muncul dalam diri Pegawai dikantor Desa jika ia memangsungguh — sungguh memiliki tujuan
dan eksepektasi untuk bekerja.

2. Imbalan (Rewards) yaitu : Salah satu pengaruh yang paling kuat atas prestasi individu ialah sistem imbalan
dalam organisasi. Manajemen dapat menggunakan imbalan untuk menarik pekerja masuk dalam organisasi.
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Gaji dan kenaikannya serta bonus adalah aspek-aspek yang penting dalam sistem imblan, tetapi bukan satu-
satunya aspek.

3. stress ( Ketegangan Mental ) yaitu : Stress merupakan hasil yang penting dari interaksi antara tugas pekerjaan
dengan individu-individu yang melaksanakan pekerjaan itu. Stress dalam hal ini ialah suatu keadaan
ketidakseimbangan di dalam diri individu yang bersangkutan, yang sering tercermin dalam gejala- gejala
seperti keringat berlebihan dan lekas marah yang merupakan penghambat dalam diri aparatur ketika
menjalankan tugasnya, Faktor stress bagi Pegawai seringkali menjadi penghambat dalam menjalankan tugas
dan fungsi pelayanan terhadap masyarakat. Masalah yang datang dari berbagai hal yang dibawa ke kantor
akan mengakibatkan seluruh aparat baik yang masih berstatus sebagi kontrak maupun yang sudah Pegawai
Negeri Sipil menjadi tidak professional dalam bekerja.

Berbicara mengenai karakteristik manajemen adalah hal yang berkaitan dengan kepemimpinan kepala Desa
Bungeng” Beliau sudah memimpin dengan baik dan mengarahkan seluruh Pegawai yang ada di kantor Desa untuk
berusaha memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat dalam mencapai tujuannya dan dipengaruhi oleh
komponen-komponen organisasi yang meliputi : struktur, tujuan, manusia, hukum, prosedur pengoperasian yang
berlaku, teknologi, lingkungan, kompleksitas, spesialisasi, kewenangan,pembagian tugas.

Senada dengan hal tersebut peran aparat birokrasi begitu penting mengedepankan profesionalisasi pelayanan
publik, pemerintah melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan suatu
kebijaksanaan Nomer. 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum yang perlu dipedomani oleh
setiap birokrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasar prinsip-prinsip pelayanan
sebagai berikut :

a. Kesederhanaan,dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan perluditetapkan dan dilaksanakan secara
mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat
yang meminta pelayanan

b. Kejelasan dan kepastian, dalam arti adanya kejelasan dan kepastian dalam hal prosedur dan tata cara
pelayanan, persyaratan pelayanan baikteknis maupun administratif, unit kerja pejabat yang berwenang dan
bertanggungjawab dalam meberikan pelayanan, rincian biaya atau tarifpelayanan dan tata cara pembayaran,
dan jangka waktu penyelesaian pelayanan.

C. Keamanan,dalam arti adanya proses dan produk hasil pelayanan yang dapat memberikan keamanan,
kenyamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

d. Keterbukaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan, unit kerja pejabat
penanggung jawab pemberi pelayanan,waktu penyelesaian, rincian biaya atau tarif serta hal-hal lain yang
berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbukaagar mudah diketahui dan dipahami
oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

€. Efesiensi, dalam arti bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi padahal-hal yang berkaitan langsung
dengan pencapaian sasaran pelayanandengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan
produk pelayanan.

f.  Ekonomis,dalam arti bahwa pengenaan biaya atau tarif pelayanan harusditetapkan secara wajar dengan
memperhatikan: nilai barang dan jasa pelayanan, kemampuan masyarakat untuk membayar, dan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

g. Keadilan dan Pemerataan, yang dimaksudkan agar jangkauan pelayanandiusahakan seluas mungkin dengan
distribusi yang merata dan adil bagiseluruh lapisan masyarakat

h. Ketepatan Waktu, dalam arti bahwa pelaksanaan pelayanan harus dapatdiselesaikan tepat pada waktu yang
telah ditentukan.

1. Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji
dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya.
Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa
efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan
membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan.Namun, jika
usaha atau hasilpekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak
tercapai atau sasaran yang diharapkan, makahal itu dikatakan tidak efektif.

Sesuai dengan observasi awal dalam prakteknya baik dalam penerimaan berbagai urusan maupun pengelolaan

semua urusan masyarakat dikantor Desa masih ditemukan berbagai permasalahan yang merupakan faktor yang

dapat mempengaruhi aparat dalam menberikan pelayanan diantaranya :

a. Manajemen kerja yang tidak memadai yang berakibat kerja yang lamban dan tidakterfokus,

b. Masih ada perlakuan yang tidak adil karena pelayanan cepat diberikan kepaadamasyarakat yang memiliki
status sosial yang memadai atau kepada sahabat,saudara dan kenalan dekat; sementara anggota masyarakat
yang miskin dankurang dikenal tidak mendapakan pelayanan yang maksimal,

C. Masih rendah disiplin kerja mulai dari jam maasuk kantor, jam istirahat,jampulang kantor, penerimaan dan
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pengelolaan berbagai tugas, penyelesaian tugas, dan rendahnya konsistensi kerja tiap hari dengandiikuti
oleh semangat kerjayang rendah.

d.
4.2 Pembahasan

Desa Bungeng adalah salah satu organisasi Pemerintah yang bertujuan untukmendukung suatu isu atau
perihal untuk publik dengan memberikan Pelayanan sebaik- baiknya kepada Masyarakat.efektivitas
pelayananseluruh pegawaitentu harus lebih dioptimalkan Melihat hal tersebut, tentu diperlukan adanya
pemecahan terhadap masalah yang ada. Mengingat akan hal tersebutdiharapkan adanya pelatihan-pelatihan
sebagai bentuk pengembangan agar mentalitas dan kecerdasan Pegawai dapat ditingkatkan. Dengan begitu
terciptalah organisasi yang efektif sesuai dengan kriteria keefektifan. Akan tetapi meskipun demikian dalam hal
mengimplementasikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat tentunya tidak semudah apa yang kita
impikan, dibalik kesemuanya itu tentu ada hambatan atau gap yang selalu menghadangdisetiap langkah secara
sistem baik hambatan individu maupun hambatan organisasi terhadap Pelayanan Masyarakat di Kantor Desa
Bungeng.

Adapun yang menjadi objek penelitian penulis dalam hal ini adalah pelayananAdministrasidi Kantor Desa
Bungengyang menjadi batasan dalam penelitian ini yaitu pelayanan pembuatan Pengantar E-ktp dan Surat
Keterangan Usaha (SKU).

1.  Electronic-Kartu Tanda Penduduk (E-ktp) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yangditerbitkan
oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia. Kartu ini wajib
dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan WargaNegara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal
Tetap(ITAP) yang sudah berumur 17 tahun,Anak dari orang tua WNA yang memilikilTAPdan sudah berumur
17 tahunjuga wajib memilki E-ktp. E-ktp bagiWNI berlaku seumur hidup.

2. Apabila kita perhatikan kembali uraian tersebut tentang pelaksanaan pelayanan maka pertama-tama yang
di tuntut adalah adanya kerjasama antara pihak pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat yang berada
diwilayah Desa Bungeng di dalam tingkat pelayanan tentunya harus dilaksanakan berdasarkan tahap dan
prinsip tertentu yang menyangkut tentang pelayanan secara optimal.Desa Bungeng selaku organisasi
pemerintah dalam meningkatkan efektifitas pelayanan yang dipimpin langsung oleh kepala Desa sebagai
penanggungjawab sehingga saat iniuntuk pengurusan E-ktp sudah bisa diselesaikan dalam waktu yang
sangat singkat sebab sudah dilaksanakan secara terstruktur dan terencana meskipun untuk percetakannya
itu diterbitkan dikantor Catatan Sipil apabila sudah memenuhi prosedur yang telah ditentukan.

Sehingga berdasarkan hal tersebut penulis menganggap bahwa aparat pemerintah Desa Bungeng masih perlu
melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektifitas terhadap pelayanan masyarakat diantaranya :Seluruh staff
harus memiliki integritas, memberikan informasi kepada masyarakat secara transfaransi, menambah fasilitas
termasuk Penambahan Unit Komputer dan Printer, kursi tempat duduk, TV agar warga tidak merasa jenuh saat
menunggu antrian, Meningkatkan kinerja aparat atau pegawai dalam memberikan pelayanan kepadamasyarakat
sehingga tercipta pelayanan yang maksimal dan memuaskan masyarakat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan mengenai Efektivitas Pelayanan Aparatur Terhadap Masyarakat
di Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto dapat di tarik kesimpulan bahwa pelayanan pegawai yang
ada diDesa Bugeng sudah efektif ditinjau dari dimnesi Tangibles, Realibility, Responsiveness, Assurance, Empathy
dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. pada aspek Tangibles, sebagian masyarakat menyatakan bahwa fasilitas yang ada di kantor Desa masih perlu
penambahan unit termasuk Komputerdan Printer, Pada aspek Realibility, masyarakat menyatakan bahwa
pelayanan aparat masih perlu di tingkatkan mengenai kecepatan pegawai dalam memberikan pelayanan
khususnya Pengantar E-ktp, sementara Pada aspek Assurance, masyarakat menyatakan puas dengan
pelayanan yang diberikan terkhusus pada jaminan pegawai Desa apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan
Pengantar E-ktp dan Surat Keterangan Usaha(SKU) serta kepatuhan pegawai dalam melaksanakan seluruh
prosedur atau mekanisme pengurusan berkas yang terkait dengan kebutuhan masyarakat sehingga dari segi
ini dapat di katakan sudah efektif. Sedangkan Pada aspek Empathy, juga pada umumnya masyarakat
menyatakan puas atas pelayanan aparat di tinjau dari keramahan dan kesopanan pegawai.

2. Ditinjau dari beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan aparatur terhadap masyarakat di
Kantor Desa Bugeng dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya: Masyarakat secara universal
menyatakan bahwa Pegawai di Kantor Desa Bugeng memiliki kapasitas dan etos kerja yang tinggi sehingga
dengan Semangat dan dorongan tersebut akan menunjukkan ekspektasi untuk bekerja secara maksimal.
masyarakat menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan di Kantor DesaBugeng sangat baik dengan adanya
peningkatan kinerja dari waktu ke waktu. Masyarakat juga menyatakan Bahwa pelayanan yang di peroleh
sangat baik dimana para pegawai mampu memilki konsistensi yakniapabila ada Masalah mereka tetap
professional dalam bekerja.
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